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KATA PENGANTAR 

 

 
  Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Majalengka. 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 merupakan 

laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2023 dalam 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan 

kewenangannya, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. LKIP ini menjadi referensi/acuan dan evaluasi bagi dinas untuk 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. 

Kami menyadari Laporan ini masih belum sempurna, masukan dan 

saran dari semua pihak sangat kami butuhkan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakannya, serta kami mengucapkan terimakasih kepada 

semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian LKIP Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Majalengka Tahun 2023. 

 Demikian, LKIP ini dibuat dan untuk dapat digunakan sebagai bahan 

laporan/referensi-referensi lainnya dalam melaksanakan kegiatan lebih 

terarah, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna, sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

Majalegka,      Februari   2024 

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Majalengka 

 

 

 

Dr. Drs. H. NASRUDIN, M. M.Pd 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19680204 199903 1 002 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan 

pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media 

penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan 

kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

pengambilan kebijakan pada tahun yang akan dating. 

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka setiap tahun harus 

menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun 

berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana 

Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, Rencana 

Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

 

1.1.  Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 

sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati 

nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Majalengka adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga 
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berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang 

kepala dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris Dinas, membawahi : 

1) Kepala Sub Bagian Umum 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi  

kelompok jabatan fungsional 

d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,  

membawahi kelompok jabatan fungsional 

e. Kepala Bidang Keluarga Berencana, membawahi kelompok 

jabatan fungsional 

f. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional: 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka 

sebagaimana pada Gambar 1 berikut : 
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Gambar 1. Struktur Organisasi DP3AKB Kab. Majalengka 

 

1.2.  Data Kepegawaian  

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana memiliki sumberdaya manusia yang potensial dengan 

jumlah 23 orang ASN orang dengan rincian sebagai berikut : 

 

• Data Kepegawaian 

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan  

No. Klasifikasi Jabatan 
Jumlah 
Pegawai 

Ket 

1 Kepala Dinas 1 orang PNS 

2 Sekretaris 1 orang PNS 

3 Kepala Bidang 4 orang PNS 

4 Kepala Sub Bagian 2 orang PNS 

 Jabatan Fungsional Perencana 1 orang PNS 

5 
Jabatan Fungsional Analis 
Kebijakan 

4 orang PNS 
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Jabatan Fungsional Penata 
Kependudukan dan Keluarga 
Berencana 

4 orang PNS 

7 Fungsional Umum 6 orang PNS 

JUMLAH 23 orang  

 
 

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 
 

KLASIFIKASI 
PANGKAT 

GOLONGAN RUANG 
JUMLAH 

PEGAWAI 

GOLONGAN IV 7 

Pembina Utama IV E - 

Pembina Utama Madya IV D - 

Pembina Utama Muda IV C 1 orang 

Pembina Tingkat I IV B - 

Pembina IV A 6 orang 

GOLONGAN III 15 

Penata Tingkat I III D 7 orang 

Penata III C 2 orang 

Penata Muda Tingkat I III B 3 orang 

Penata Muda III A 3 orang 

GOLONGAN II 3 

Pengatur Tingkat I II D - 

Pengatur II C 1 orang 

Pengatur Muda 
Tingkat I 

II B  

Pengatur Muda II A - 

 

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

NO. 
KLASIFIKASI  
JENIS KELAMIN 

JUMLAH  
PEGAWAI 

KET 

1 Laki-laki 9 orang  

2 Perempuan 14 orang  

 JUMLAH 23 orang  
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Tabel 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Eselon 
 

NO. KLASIFIKASI ESELON JUMLAH PEGAWAI KET 

1 I.a -  

2 I.b -  

3 II.a -  

4 II.b 1 Orang  

5 III.a 1 Orang  

6 III.b 4 Orang  

7 IV.a 2 Orang  

JUMLAH 8 Orang  

  

Tabel 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
 

NO. Pendidikan JUMLAH PEGAWAI KET 

1 Sekolah Dasar -  

2 
Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) 
-  

3 
Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas (SLTA) 
3 Orang  

4 Diploma III 1 Orang  

5 Diploma IV 2 Orang  

6 Strata I 12 Orang  

7 Strata 2 4 Orang  

8 Strata 3 1 Orang  

JUMLAH 23 Orang  
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1.3.  Issue Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta telaahan visi, 

misi dan program kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta telaahan 

Rencana Strategis baik pemerintahan provinsi dan Kementerian 

lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka 

menetapkan Issue Strategis sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase 

perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai 

tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase 

Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. 

2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak 

pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan 

terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, serta tindak 

pidana perdagangan orang. 

3. Belum optimalnya  pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian 

Kabupaten/Kota Layak Anak. 

4. Masih terjadinya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan 

terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja 

anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. 

5. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak. 

6. Belum dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang 

sesuai dengan standar. 

7. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk. 

8. Tingginya Unmetneed KB. 

9. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga. 

10. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah. 
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11. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. 

 

1.4.  Sistematika Pelaporan 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah 

sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu 

strategis yang terjadi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari 

visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk 

mencapai target kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Majalengka. 

Bab IV Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan atas capaian kinerja, kendala, saran 

untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya 

Lampiran 

Berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Bukti sebar LKIP kepada seluruh 

pegawai di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana, pencapaian/prestasi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana, SK Tim Penyusunan LKIP. 

 

 

 

 



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

9
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Baerencana 

 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ditetapkan 
melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka 
Nomor 345 Tahun 2022.  

Perubahan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana 

TUJUAN (2018-2023) 
TUJUAN (Hasil Reviu : 2021-

2023) 

1. Meningkatkan kesetaraan 
gender dalam pembangunan 

1. Penurunan Tingkat 
Kemiskinan 

2. Meningkatkan kualitas hidup 
perempuan. 

3. Meningkatkan pemenuhan 
hakhak anak 

4. Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas perlindungan 
perempuan dan anak 

5. Mengendalikan kelahiran 

6. Meningkatan kesejahteraan 
keluarga 

7. Meningkatkan kapasitas 
perangkat daerah. 

 
Perubahan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana 

Sasaran (2018-2023) 
Sasaran (Hasil Reviu : 2021-

2023) 

1. Meningkatnya emberdayaan 
perempuan 

1. Meningkatnya kesetaraan 
gender dan keberdayaan 
perempuan 

2. Terlindungi dan Terpenuhinya 
Hak Anak 

3. Terkendalinya Penduduk 

2. Meningkatnya kesejahteraan 
perempuan kepala keluarga 
miskin. 

3. Meningkatnya implementasi 
pemenuhan hak hak anak 

4. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas perlindungan 
terhadap perempuan 
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Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas perlindungan 
terhadap anak 

5. mengendalikan jumlah anak 
dalam satu keluarga. 

6. Meningkatnya kesejahteraan 
keluarga 

Meningkatnya pendewasaan 
usia perkawinan 

7. meningkatnya kualitas 
pengelolaan kinerja 
perangkat daerah. 

 

Perubahan Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana 

Indikator (2018-2023) 
Indikator (Hasil Reviu : 2021-

2023) 

1. Indek Pembangunan 
Perempuan (IPG) 

1. Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

2. Nilai Capaian Evaluasi 
Kabupaten Layak 
Anak 

3. Total Ferility Ratio 

2. Jumlah perempuan kepala 
keluarga yang miskin menjadi 
mandiri 

3. Kategori capaian Kabupaten 
Layak Anak 

4. Menurunnya kasus kekerasan 
terhadap perempuan 

 Menurunnya kasus kekerasan 
terhadap anak 

5. Menurunnya angka fertilitas 
Total 

6. Menurunnya tingkat 
perceraian 

7. Rata-rata usia kawin pertama 

8. Tindaklanjut inspektotar/BPK 

 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, IKU merupakan hal yang 

pertama kali harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai kinerja 

utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata 

lain, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan. 
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Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 

2023 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang 

tercantum dalam tabel berikut : 
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No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Satuan 
Target Sebelum Perubahan Target Setelah Perubahan 

2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 

Penurunan 
Tingkat 
Kemiskinan 

Meningkatnya 
kesetaraan gender 
dan keberdayaan 

perempuan 
 

Indeks 
Pembangun
an Gender 
(IPG) 

poin - 85,76 86,01 86,57 86,98 86,24 86,24 86,60 

 

 Terlindungi dan 
Terpenuhinya Hak 

Anak 
 

Nilai 
Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak Anak 

Kategori Pratama Pratama Madya Madya Nindya Pratama Pratama Pratama 
(500,06) 

 
 Terkendalinya 

Penduduk 
Total 
Fertility 
Ratio 

Point 2,15 2,14 2,13 2,12 2,11 2,17 2,16 2,17 
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Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 

2023 : 

No Strategis Sasaran Kinerja Indikator Target 

1 Meningkatnya 
kesetaraan gender 
dan keberdayaan 
perempuan 

Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 

6086, 

2 Terlindungi dan 
Terpenuhinya Hak 
Anak 

Nilai Capaian Evaluasi 
Kabupaten Layak Anak 

Pratama  

(500,06) 

3 Terkendalinya 
Penduduk 

Total Fertility Ratio 2,17 

    

 

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023 

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka 

ditetapkan rencana anggaran sebagai berikut 

PROGRAM Rencana Anggaran Persentase (%) 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

4.149.659.920 16,44 

Program Pengarusutamaan 
Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan 

280.923.700 1,11 

Program Perlindungan 
Perempuan 

75.000.000 0,30 

Program Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

721.112.300 2,86 

Program Pemenuhan Hak Anak 
(PHA) 

50.000.000 0,20 

Program Perlindungan Khusus 
Anak 

75.000.000 0,30 

Program Pengendalian Penduduk 542.400.000 2,15 

Program Pembinaan Keluarga 
Berencana 

12.636.115.000 50,05 

Program Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga Sejahtera 

6.717.000.000 26,60 

Jumlah 25.247.210.920 100,00 

 



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

14

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), Capaian Evaluasi
Kabupaten Layak Anak (KLA), Total Ferility Rate (TFR) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang 
dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan
publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, 
capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 101,40 % Secara rinci capaian kinerja
tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

100,53 100,35

103,33

IPG KLA TFR

Capaian IKU
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka terkait 

capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sasaran meningkatnya 

kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan, nilai capaian Evaluasi 

Kabupaten Layak Anak (KLA) sasaran terlindungi dan terpenuhinya hak 

anak, Total Fertility Rate (TFR) sasaran terkendalinya penduduk Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis sampai saat 

laporan ini dibuat belum dapat diketahui, karena data-data dimaksud belum 

rilis dan atau masih dalam proses penghitungan/penyusunan. Data 

Indikator Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersumber dari Data 

BPS, Indikator Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) bersumber 

dari evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPA) dan masih sedang berlangsung proses evaluasi, serta 

indikator Kinerja Total Fertility Ratio (TFR) bersumber dari BKKBN. 

 

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

kesetaraan 

gender dan 

keberdayaan 

Perempuan 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

86,60 87,06 100,5 
3 % 

2 Terlindungi 

dan 

Terpenuhinya 

Hak Anak 

Capaian 

Evaluasi 

Kabupaten 

Layak Anak 

Pratama 

(500,06) 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

(masih 
Proses 

Evaluasi) 
 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

(masih 
Proses 

Evaluasi) 
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Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

3 Terkendalinya 

Penduduk 

Total Fertility 

Ratio 

2,17 2,10 103,33 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realisasi 2022
86,69

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

CAPAIAN
100,53%

TARGET REALISASI

86,60 87,06

Capaian 2022
100,10%

0,46

0,43%

Target Renstra
86,60%

Capaian terhadap
Renstra

100,53 %

Realisasi Provinsi
90,23

Hasil Perbandingan
Lebih rendah

3,17

Indeks Pembangunan Gender 
(IPG)

1

2

3

4

❑ Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan kaum Perempuan, 
sehingga menjadi lebih produktif

❑ Meningkatnya Koordinasi dan Kolaborasi stakeholder dalam
pembangunan gender

❑ Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya Manusia

FAKTOR

❑ Program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan

❑ Program Peningkatan Kualitas Keluarga
PROGRAM

Sumberdaya dalam pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) terdapat efisiensi 0,45 %

EFISIENSI

1 2 3 4 5

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023

Angka IPG 85,76 85,91 86,24 86,69 87,06

2019 2020 2021 2022 202385,76 85,91 86,24 86,69 87,06
7

9

11

13

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

IKU : 
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3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Indikator I 

Indeks Pembangunan Gender (IPG)  

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
Kinerja 

Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

 
 

86,60 87,06 100,53 % 

 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah 

mengakomodasi persolan gender yang diperoleh melalui 

perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan 

terhadap IPM laki-laki, yang dapat menggambarkan kesenjangan 

pencapaian pembangunan antara Perempuan dan laki-laki. 

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Majalengka pada tahun 

2023 sesuai data yang dirilis BPS mencapai 87,06 hal ini menunjukan 

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih tinggi 0,46 

point dari target yang ditetapkan sebesar 86,60. 

 

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 

2022 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Realisasi 
2022 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

87,06 86,69 + 0,46 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2023 

Capaian 
2022 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

100,53 100,10 
 
 

+ 0, 43 

 

Capaian Indikator IPG Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 

mengalami peningkatan sebesar 0,43 point dibandingkan tahun 2022 

dimana pada tahun 2023 capaian IPG sebesar 100,53 % sedangkan 

capaian tahun 2022 sebesar 100,10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPG Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dan 2023 

 

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana 
Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Target 
Akhir 

Renstra 

Hasil 
Perbandingan 

Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

87,06 86,60 + 0,46 

 
Perbandingan realiasi IPG Kabupaten Majalengka tahun 2023 dengan 

melebihi Target akhir Renstra sebesar 0,46 point. 
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4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar 

Provinsi/Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Rata-rata 
Provinsi/ 
Nasional 

Hasil 
Perbandingan 

Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

87,06 90,23 Lebih 
kecil/lebih 

rendah 3,17 
point 

 

Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Majalengka 

dengan pada tahun 2023 masih lebih kecil/lebih rendah 3,17 point bila 

dibandingkan dengan realisasi IPG Tingkat Provinsi Jawa Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan 

Faktor yang mempengaruhi keberahasilan pencapaian indikator 

Indeks Pembangunan Gender ini adalah antara lain semakin 

meningkatnya peran masyarakat khususnya kaum perempuan dalam 

pembangunan baik sebagai subjek maupun objek pembangungan, 

meningkatnya keterampilan dan keahlian dan keberdayaan kaum 

perempuan sehingga berdayaguna, meningkatnya peran Pokja 

Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) hingga lebih terjalin koordinasi 

dan kolaborasi pelaksanaan pembangunan gender di Kabupaten 

Majalengka, meningkatnya peran dan perhatian pemerintah dalam 

pelaksanaan Pembangunan gender. 
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Bimtek PPRG, meliputi 
GAP dan GBS 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka 

terkait dengan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender 

antara lain : 

- Meningkatkan keberdayaan Masyarakat, khususnya 

perempuan dalam meningkatkan kemauan dan kemampuannya 

untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki 

melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Meningkatkan koordinasi dan 

kolaborasi antar stakeholder, 

melalui pertemuan dan rapat 

koordinasi antar perangkat daerah 

lembaga/dunia usaha lainnya 

untuk melaksanakan 

pembangunan responsive gender. 

 

 

 

Pelatihan Keterampilan Pembuatan  
Bucket pada Sekolah Perempuan  

Capai Impian dan Cita-Cita 
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- Meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas sumberdaya 

manusia, melalui Pendidikan dan 

Pelatihan Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif 

Gender (PPRG) untuk memahami 

dan menguasai GAP (Gender 

Analisys Pathway) dan GBS 

(Gender Budget Statetment) 

 

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk 

mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator 

ini yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas program dan 

kegiatan yang mengarah pada peningkatan pembangunan gender. 

 
6. Program yang Mendukung Keberhasilan 

Beberapa program yang menudukung keberhasilan pencapaian 

Indeks Pembangunan Gender pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Majalengka tahun 2023 adalah : 

No Program Pengampu Anggaran 

1 Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
 

Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan 

280.923.700 

2 Program Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan 

721.112.300 

Jumlah 1.002.036.000 

 

7. Efisiensi Sumberdaya 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diintervensi oleh 2 (dua) 

program, yaitu  Program Pengarusutamaan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan, melalui Sub Kegiatan Koordinasi 
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Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran 

sebesar Rp 280.923.700 dan Program Peningkatan Kualitas 

Keluarga, melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan 

Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga melalui 

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 

721.112.300, sehingga total pagu anggaran sebesar Rp 

1.002.036.000, sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 

Rp 997.481.930, dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp 

4.554.070 atau 0,45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realisasi 2022
501,78

CAPAIAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 
(KLA)

CAPAIAN
……….%

TARGET REALISASI

500,06 ……….

Capaian 2022
100,34%

……..%

……..%

Target Renstra
500,06

Capaian terhadap
Renstra

………%

Realisasi Provinsi
…………%

Hasil Perbandingan
Lebih tinggi/rendah

…….

IKU : Evaluasi Kabupaten

Layak Anak

1

2

3

4

❑ Peran Masyarakat, Lembaga Pemerintah, dan Dunia 
Usaha

❑ Kualitas pelayanan penanganan korban
❑ Meningkatnya Koordinasi dan Kolaborasi antar

stakeholder
❑ Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas

Sumberdaya Manusia

FAKTOR

❑ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
❑ Program Perlindungan Perempuan
❑ Program Perlindungan Khusus Anak

PROGRAM

Belum dapat diukurEFISIENSI

501,78

100

300

500

2021 2022 2023

CAPAIAN KLA

Nilai Evaluasi KLA
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Indikator II 

Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
Kinerja 

Terlindungi 
dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak Anak 

Pratama 
(500,06) 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

Belum 
dapat 
diukur 

 

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA 

adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin 

pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan 

secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. 

Capaian/Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten 

Majalengka pada tahun 2023 belum rilis (masih dalam prses evaluasi) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPA).  

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 

2022 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Realisasi 
2022 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terlindungi 
dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak 
Anak 

Data 
Realisasi 

Belum Rilis 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

Pratama 
(501,78) 

Belum dapat 
diukur 
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Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2023 

Capaian 
2022 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terlindungi 
dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak Anak 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

100,34 Belum dapat 
diukur 

 

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan 2022 belum 

dapat diukur karena data tahun 2023 belum ada dan masih dalam 

proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan. 

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana 
Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Target 
Akhir 

Renstra 

Hasil 
Perbandingan 

Terlindungi dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak 
Anak 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

Pratama 
(500,06) 

Belum dapat 
diukur 

 
Perbandingan realiasi tahun 2023 dengan Target akhir Renstra, 

capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Majalengka 

belum dapat diukur karena data belum ada dan masih proses evaluasi 

KLA.  
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4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan rata-rata/standar 

Provinsi/Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Rata-
rata 

Provinsi 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terlindungi dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak Anak 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

Data 
Realisasi 

Belum 
Rilis 

 
Sumber 
data : 

Kemen 
PPA 

(masih 
proses 

evaluasi) 

Belum dapat 
diukur 

 

Perbandingan capaian evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten 

Majalengka dengan provinsi tahun 2023 belum dapat diukur karena 

masih dalam proses pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan 

Faktor yang mempengaruhi keberahasilan pencapaian Evaluasi 

Kabupaten Layak Anak ini adalah antara lain semakin meningkatnya 

peran Masyarakat, lembaga dan dunia usaha, hingga lebih terjalin 

koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan 

hak anak di Kabupaten Majalengka, meningkatnya peran dan perhatian 

pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak 

anak. 

 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka 

terkait dengan pencapaian indikator evaluasi capaian Kabupaten Layak 

Anak antara lain : 

- Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, dan dunia usaha 

dalam meningkatkan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak 

anak melalui pembinaan, sosialisasi, advokasi, pendampingan. 
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Sosialisasi 

 dan pembinaan  

terhadap  

masyarakat 

Pembinaan Satgas PKDRT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan korban 

kekerasan melalui pendampingan korban kekerasan 
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Koordinasi dan Kolaborasi 

dengan Stakeholder terkait 

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder, 

melalui pertemuan dan rapat koordinasi antar stakeholder dalam 

pelaksanaan pembangunan capaian Kabupaten Layak Anak. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya 

manusia, melalui bimbingan teknis/pembinaan satuan Pendidikan 

ramah anak, puskesmas ramah anak dan lainnya. 

 

 

 

 

  

 

 

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk 

mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator ini 

yaitu melanjutkan dan meningkatkan kualitas program dan kegiatan 

yang mengarah pada peningkatan capaian kabupaten layak anak. 

 
6. Program yang Mendukung Kinerja 

Beberapa program yang menudukung pencapaian target kinerja 

capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Majalengka tahun 2023 adalah : 
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No Program Pengampu Anggaran 

1 Program Pemenuhan Hak 
Anak (PHA) 

Bidang 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak 

50.000.000 

2 Program Perlindungan 
Khusus Anak 

Bidang 
Perlindungan 
Perempauan 
dan Anak 

75.000.000 

3. Program Perlindungan 
Perempuan 

Bidang 
Perlindungan 
Perempauan 
dan Anak 

75.000.000 

Jumlah 200.000.000 

 

7. Efisiensi Sumberdaya 

Untuk mencapai target indikator kinerja evaluasi Kabupaten Layak Anak 

di Kabupaten Majalengka oleh 3 (tiga) program, yaitu  Program 

Pemenuhan Hak Anak (PHA), melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000, Program 

Perlindungan Khsusus Anak melalui Sub Kegiatan  Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran 

sebesar Rp 75.000.000 serta Program Perlindungan Perempuan melalui 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, 

Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 

50.000.000 dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan 

Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000, sehingga 

total pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000, sedangkan realisasi 

penyerapan anggaran sebesar Rp 198.390.000, dengan demikian 

terdapat efisiensi sebesar Rp 1.070.000 atau 0,53%. 

 

 

 



Realisasi 2022
2,17

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

CAPAIAN
103,33 %

TARGET REALISASI

2,17 2,10

Capaian 2022
99,54%

0,07

3,79

Target Renstra
2,17

Capaian terhadap
Renstra

103,33 %

Realisasi Provinsi
2,06

Hasil Perbandingan
Lebih tinggi

0,04

IKU : Total Fertility Rate 

(TFR)

1

2

3

4

❑ Meningkatnya peran Masyarakat, Koordinasi dan kolaborasi lembaga
terkait

❑ Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kontrasepsi di fasilitas-
fasilitas Kesehatan

❑ Sarana dan prasarana pelayanan KB
❑ Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia

FAKTOR

❑ Program Pengendalian Penduduk
❑ Program Pembinaan Keluarga Berencana
❑ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

PROGRAM

Sumberdaya dalam pencapaian Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) 
terdapat efisiensi sebesar 0,72%EFISIENSI

2,32 2,17 2,1

1

2

3

4

5

2021 2022 2023

TOTAL FERTILITY RATE
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Indikator III 

Terkendalinya Penduduk (TFR) 

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
Kinerja 

Terkendalinya 
Penduduk 

Total 
Fertility 
Ratio 

2,17 2,10 103,33 % 

 

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan 

dilahirkan oleh seorang Perempuan pada akhir masa reproduksinya 

apabila Perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR 

dihitung. 

Capaian Indikator terkendalinya penduduk dengan indikator Total 

Ferility Rati (TFR) Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mencapai 

103,33 % sesuai data yang dirilis BKKBN Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Fertility Rate Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

 

 

 

 

 



 

29 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 

DP3AKB Kab. Majalengka   

 

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 

2022 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Realisasi 
2022 

Penurunan/ 
Peningkatan/ 

Terkendalinya 
Penduduk 

Total 
Fertility 
Ratio 

2,10 2,17 - 0,07 

 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2023 

Capaian 
2022 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terkendalinya 
Penduduk 

Total 
Fertility 
Ratio 

103,33 99,54 3,79 % 

 

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator TFR tahun 2023 

dengan 2022 belum dapat diukur karena data tahun 2023 dapat 

diuraikan bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 

2022 mengalami penurunan (penurunan bermakna keberhasilan) 

sebesar 0,07 poin, Dimana pada tahun 2022 realisasi TFR sebesar 

2,17 sedangkan tahun 2023 mencapai 2,10, dengan demikian capaian 

kinerja indikator TFR tahun 2023 mengalami peningkatan 3,79 persen 

bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, Dimana capaian 

tahun 2023 sebesar 103,33 % sedangkan pada tahun 2022 mencapai 

99,54 %. 

 

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana 
Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dan Keluarga Berencana 

 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Target 
Akhir 

Renstra 

Hasil 
Perbandingan  

Terkendalinya 
Penduduk 

Total 
Fertility 
Ratio 

2,10 2,17 0,07 

 

Jika dibandingkan realiasi tahun 2023 dengan Target akhir Renstra, 

capaian indikator total fertility rate Kabupaten Majalengka mencapai  

103,33 %, dimana  target akhir Renstra 2,17. 
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4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-rata Standar 

Provinsi/Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2023 

Rata-
rata 

Provinsi 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terkendalinya 
Penduduk 

Total 
Fertility 
Ratio 

2,10 2,06 Lebih tinggi 
0,04 

 

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Indikator TFR Kabupaten 

Majalengka masih lebih tinggi 0,04 dibanding dengan realisasi Provinsi 

Belum dapat diukur karena data belum ada/belum rilis. 

 

5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan antara lain pemakaian 

kontrasepsi yang drop out, tingginya/rendahnya  calon akseptor yang 

tidak dapat terpenuhi kesertaan ber-KB nya, peran Masyarakat, 

lembaga dan dunia usaha, koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan. 

 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka 

terkait dengan pencapaian indikator evaluasi capaian pengendalian 

penduduk antara lain : 

- Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, stakeholder terkait 

serta Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar 

stakeholder dalam meningkatkan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana melalui pembinaan, advokasi dan KIE, serta  

melalui pertemuan dan rapat koordinasi antar perangkat daerah 

lembaga lainnya dan kegiatan/aktivitas lainnya untuk melaksanakan 

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana salah 

satunya melalui kegiatan kesrak PKK. 
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Kegiatan Kesrak PKK KB Kes 

Pelayanan Kontrasepsi KB MOW dan  
MOP 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meningkatkan pelayanan kontrasepsi keluarga berencana di 

fasilitas-fasilitas Kesehatan, melalui pelayanan-pelayanan di 

fasilitas kesehatan dan pelayanan kontrasepsi pada momen-momen 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

Integrasi Lintas Sektor 



 

32 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023 

DP3AKB Kab. Majalengka   

 

Pembinaan Kampung KB 

Pembinaan IMP 
 

- Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB melalui 

penyediaan sarana pelayanan KB berupa  kendaraan R2 jemput 

antar akseptor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia, 

melalui pembinaan, advokasi dan KIE terhadap petugas lapangan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk 

meningkatkan  realisasi dan capaian indikator ini yaitu melanjutkan dan 

meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang mengarah pada 

peningkatan pembangunan kependudukan dan keluarga berenca. 

 
6. Program yang Mendukung Kinerja 

Beberapa program yang menudukung pencapaian target kinerja Total 

Fertility Ratio (TFR) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka 

tahun 2023 adalah : 
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No Program Pengampu Anggaran 

1 Pengendalian Penduduk Bidang 
Keluarga 
Berencana  

542.400.000 

2 Pembinaan Keluarga 
Berencana 

Bidang 
Keluarga 
Berenca 

12.636.115.000 

3 Program Pemberdayaan 
dan Peningkatan 
Keluarga Sejahtera 

Bidang KSP 6.717.000.000 

Jumlah 19.895.515.000 

 

7. Efisiensi Sumberdaya 

Pencapaian Target Total Fertility Ratio (TFR) tahun 2023 

diintervensi oleh 3 (tiga) program dengan pagu anggaran Rp 

19.895.515.000 dan realisasi anggaran Rp. 19.752.609.970, 

terdapat efisiensi sebesar Rp 142.905.030 atau sebesar 0,72% 

 

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana mengampu 3 (tiga) Indikator Kinerja, iatu 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Capaian Kabupaten Layak 

Anak (KLA), dan Total Ferility Ratio (TFR).  Ketiga indikator kinerja 

tersebut dalam pencapaiannya diintervensi melalui program-

program dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.097.551.000 dan 

realisasi serapan sebesar Rp20.948.481.900 dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

No. Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Capaian 
(%) 

Serapan 
Anggaran (%) 

1 Meningkatnya 
kesetaraan 
gender dan 
keberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

100,53 99,55   

2 Terlindungi 
dan 
Terpenuhinya 
Hak Anak 

Capaian 
Evaluasi 
Kabupaten 
Layak Anak 

Data  
Belum  
Rilis 

99,19 

3 Terkendalinya 
Penduduk 

Total Fertility 
Rate 

103,33 99,29 



BAB 4

KESIMPULAN

34
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BAB  IV 

KESIMPULAN 

 

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dank Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka pada 

Tahun 2023 yang mengampu 3 (tiga) indikator kinerja sampai saat ini masih 

belum dapat diukur karena data masih belu ada/belum rilis. 

Secara umum dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana telah melaksanakan langkah-langkah upaya 

pencapaian antara lain melalui Meningkatkan keberdayaan Masyarakat, 

khususnya perempuan dalam meningkatkan kemauan dan 

kemampuannya untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang 

dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan,    Meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas sumberdaya manusia, melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk 

memahami dan menguasai GAP (Gender Analisys Pathway) dan GBS 

(Gender Budget Statetment),   Pendidikan Ramah Anak, Sekolah Ramah 

Anak,  Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder 

terkait Kabupaten Layak Anak, Meningkatkan kualitas pelayanan 

penanganan korban kekerasan melalui pendampingan korban 

kekerasan, Meningkatkan peran masyarakat, lembaga, stakeholder 

terkait serta Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar 

stakeholder dalam meningkatkan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana melalui pembinaan, advokasi dan KIE,   Meningkatkan 

pelayanan kontrasepsi keluarga berencana di fasilitas-fasilitas 

Kesehatan, Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB, 

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia, 

melalui pembinaan, advokasi dan KIE terhadap petugas lapangan serta 

untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaian indikator 

dimasa yang akan datang. 
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Dari program-program dengan dengan jumlah anggaran sebesar 

Rp 21.097.551.000 untuk pencapaian indikator kinerja dan realisasi 

sebesar Rp 20.948.481.900, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 

149.069.100 atau sebesar 0,71%. 

 



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 

DAN KELUARGA BERENCANA 
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No.37 ; Telp/Fax : (0233) 8291407  Majalengka 45411 

 

 

 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MAJALENGKA MAJALENGKA 

 

NOMOR   10   TAHUN  2024 
 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) 
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  2023 

 
KEPALA DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA, 

 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, 
maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala DP3AKB. 

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1842); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Majalengka Tahun 2005-2025; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019  tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalenga; 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten MajalengkaTahun 2018-2023; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2023 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2024 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2024 

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Majalengka; 

22. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 

23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59  Tahun 2022 tentang Penjabaran 
APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 

24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 

25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024 

26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31  Tahun 2023 tentang Penjabaran 
APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024; 

27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, nomor  01 Tahun 2023 
tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis, Pelaksana Administrasi, dan Pembantu 
Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalaengka. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : Keputusan Kepala DP3AKB Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran  
2023. 

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB 
Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia dan Uraian 
Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai 
berikut : 

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 
2023;  

b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka 
Tahun 2023; 

c. Menyusun materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB 
Kabupaten Majalengka Tahun 2023; 

d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023; 
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e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023; 

f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 2023 
kepada Kepala DP3AKB; 

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 
Ditetapkan        : di Majalengka 
Pada Tanggal   :     4   Januari  2024 
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
 
 
 
 
 
 
Dr. Drs. H. NASRUDIN, M., M.Pd 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19680204 199903 1 002 

 



 

LAMPIRAN I  : KEPUTUSAN KEPALA DP3AKB    
  KABUPATEN MAJALENGKA 
 

Nomor 
Tanggal 
Tentang 

: 
: 
: 

 10 Tahun 2024         
 4 Januari 2024 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 
ANGGARAN  2023. 

 
 
 
I. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 

DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  2023 
 
Penanggungjawab   

 
 

Ketua Pelaksana 
 
 
 

Sekretaris 
 
 

 

: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka 
 
Sekretaris pada  Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Majalengka 
 
Pejabat Fungsional Perencana pada  Sekretariat Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Majalengka 
 

Koordinator Tim Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan 
 
Anggota 

: 
 
 
 
 
: 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Majalengka;           
 
1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada  pada Bidang 

Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Majalengka ; 

2. Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka  
 

Koordinator Tim Bidang 
Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga 
 
Anggota 

: 
 
 

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka. 
 
1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga 

Berencana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Majalengka ; 

2. Pelaksana pada Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Majalengka  
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Koordinator Tim Bidang 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak 
 
Anggota 

 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Majalengka. 
 
1. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan pada Bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Majalengka ; 

2. Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
pada  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka. 

Koordinator Tim Bidang 
Keluarga Berencana 
 
 
Anggota 

 
 
 
 
 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Majalengka. 
 
1. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga 

Berencana pada Bidang Keluarga Berencana Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ; 

2. Pelaksana pada Bidang Keluarga Berencana pada  Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka  

Koordinator Penyusunan 
Bahan/Editing/ 
Penyelarasan Laporan dan 
Kesekretariatan  

 
Anggota 

 
 
 
 
 
 

 

: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 

Pejabat Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Majalengka. 
  
 
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka ; 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Majalengka; 

3. Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka; 

4. Pelaksana Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Majalengka. 
 

II.  URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 
DP3AKB KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  2023  

 
1. PENANGGUNGJAWAB : 

a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan 
yang berlaku mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB 
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 
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b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan 
dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023 

c.     Menandatangani dan Menetapkan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

 
2. KETUA PELAKSANA : 

a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 

c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang penyusun 
materi. 

e. Memberikan pelayanan kepada seluruh Bidang penyusun materi. 
f. Menyusun Jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB 

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.  
g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan 

dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan 
petunjuk dan arahan Penanggungjawab. 

 
3.  SEKRETARIS : 

a. Membantu   Ketua pelaksanan dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam 
Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka 
Tahun Anggaran 2023. 

 
4. KOORDINATOR TIM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : 
 

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan 
bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data bidang pemberdayaan 
perempuan. 

 
5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN : 

a. Membantu Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan selama melaksanakan 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 
 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau 
Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 
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6. KOORDINATOR TIM BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN 
KELUARGA : 

 Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan 
bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Keluarga Sejahtera 
dan Pemberdayaan Keluarga. 

 
7. ANGGOTA TIM BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN 

KELUARGA: 
a. Membantu Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 

selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 
DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau 
Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam 
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

 
8. KOORDINATOR TIM BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  ANAK.: 

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan 
bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang Perlindungan 
Perempuan dan Anak. 

 
9. ANGGOTA TIM BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK : 

a. Membantu Koordinator Tim Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak selama 
melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 
DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau 
Koordinator Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyusunan Laporan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2023. 

 
10. KOORDINATOR TIM BIDANG KELUARGA BERENCANA : 

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan 
bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang  Keluarga 
Berencana. 
 

11. ANGGOTA TIM BIDANG KELUARGA BERENCANA : 
a. Membantu Koordinator Tim Bidang Keluarga Berencana selama melaksanakan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau 
Koordinator Bidang Keluarga Berencana dalam Penyusunan Laporan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

 
12. KOORDINTOR PENYUSUNAN BAHAN/EDITING/PENYELARASAN LAPORAN DAN 

KESKRETARIATAN : 
Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan 
bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang penyusunan 
bahan/editing/penyelarasan laporan dan kesekretariatan. 
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13. ANGGOTA KOORDINATOR PENYUSUNAN BAHAN/EDITING/ PENYELARASAN 
LAPORAN DAN KESEKRETARIATAN : 
a. Membantu Koordinator Penyusunan Bahan/Editing/penyelarasan lapporan dan 

kesekretariatan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau 
Koordinator Penyusunan Bahan/Editing/penyelarasan laporan dan kesekretariatan 
dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AKB Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2023. 

 
 
 
 

Ditetapkan        : di Majalengka 
Pada Tanggal   :     4   Januari  2024 
 
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
 
 
 
 
 
 
Dr. Drs. H. NASRUDIN, M., M.Pd 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19680204 199903 1 002 
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KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : ANALIS 

KEBIAJAKAN

PENGAMPU : ANALIS 

KEBIAJAKAN

PENGAMPU : ANALIS 

KEBIAJAKAN

PENGAMPU : 

ANALIS KEBIAJAKAN
PENGAMPU : ANALIS KEBIAJAKAN

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

TARGET : …........ TARGET : …........ TARGET : …........ TARGET : …........

Tersosialisasikannya 

kebijakan PUG

Anak Berhadapan 

Hukum mendapatkan 

pendampingan ke APH 

dan Psikolog

Tersedianya Data 

Kependudukan dan 

Keluarga Berencana

Meningkatnya peran 

Kampung KB dalam 

Program Bangga 

Kencana

TARGET : …........ TARGET : ......... TARGET : …........ TARGET : .........

Terkendalinya 

pelaksanaan  Program 

Bangga Kencana 

Terpantaunya pernikahan 

remaja

Tersedianya data dan 

informasi yang akuntabel 

dalam pembangunan 

ketahanan keluarga

Meningkatnya 

kesertaan 

masyarakat dalam 

menggunakan  Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi 

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

Tersedianya Data 

Kependudukan dan 

Keluarga Berencana

Meningkatnya SDM 

Kampung Keluarga 

Berkualitas 

Tersedianya sarana 

penunjang 

pelayanan 

kontrasepsi

Terpenuhinya 

Operasional Balai 

Penyuluhan KB

PENGAMPU : ANALIS 

KEBIAJAKAN

PENGAMPU : ANALIS 

KEBIAJAKAN

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : 

PENATA 

KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA 

Meningkatnya 

sumberdaya manuasia 

kelompok ketahanan 

keluarga

TARGET : …........ TARGET : …........ TARGET : …........ TARGET : ......... TARGET : …........

PENGAMPU : 

PENATA 

KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA 

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : 

PENATA 

KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA 

PENGAMPU : 

PENATA 

KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA 

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA



IK

Jumlah 

masyarakat yg 

teredukasi 

tentang 

kesehatan 

reproduksi

IK

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

KIE Program KKBPK

IK

Jumlah sarana 

prasarana yang 

tersedia

IK Jumlah Materi KIE

Teredukasinya 

masyarakat tentang 

kesehatan reproduksi

Tersosialisasikannya 

Program KKBPK dalam 

percepatan penanganan 

stunting kepada 

masyarakat dan 

stakeholder

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana bagi kelompok 

ketahanan keluarga

TARGET : …........ TARGET : ......... TARGET : …........

Tersampaikannya 

materi KIE Program 

Bangga Kencana

dan Pencegahan 

Stunting melalui media 

luar ruang

TARGET : .........

Promosi dan KIE 

Program KKBPK Melalui 

Media Masa Cetak dan 

Elektronik Serta Media 

Luar Ruang

ANGGARAN : 

100.000.000

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : 

PENATA 

KEPENDUDUKAN 

DAN KELUARGA 

BERENCANA

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA

PENGAMPU : PENATA 

KEPENDUDUKAN DAN 

KELUARGA BERENCANA
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